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A. PENDAHULUAN

Dalam menangani interaksl
hubungan kerja terdapat permasalahan
menimbulkan beberapa

kompleks yang
kontroversi hukum antara praktek di

lapangan dengan interpretasi peraturan
hukum positif itu sendiri.

Hukum positif yang mengatur
mengenai hubungan kerja telah jelas
diatur dalam UU RI Nomor 13 Tahun
2003 tentang ketenagakerjaan, yang
telah mengalami perubahan  atas
sejumlah pasal-pasalnya berdasarkan
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
012/PUU-1/2003, yaitu pasal 158, pasal
159, 160 ayat (1), pasal 170 dan pasal
171, yang semuanyd mengenai
ketentuan kesalahan berat.
Pelanggaran-pelanggaran yang diatur
dalam pasal-pasal tersebut dinyatakan
tidak berlaku sebelum memiliki
kekuatan hukum yang tetap. Putusan
Mahkamah Konstitusi tersebut merubah
perihal kesalahan berat ini, dimana
aturannya ~ menjadi ~ “Pemutusan
Hubungan Kerja ter hadap pcketja yang

nce of work relation in a company has bo;
la, even though the Act 13, yearyg 0‘33‘-";»:
as

e bargaining pos
uctions instrument a

8 stil]

ition of both parties (labour and oy, bjgn
er) js

nd labour has only skill.

r, relation, bargaining position.

m;;l;ku}]czslg su]fru tindak pidana (g
P ) hanya dapat dilakuky
setelah kesalahan berat tersebut terbukt
perdasarkan putusan pengadilan pidan
yang memiliki kekuatan hukum yang
tetap”.

Pasal 1 angka 15 UU Nomor 13
Tahun 2003 mengartikan hubungan
kerja scbagai  hubungan  aniwa
pengusaha dengan pekerja berdasarkan
perjanjian kerja yang mempunyai unsur
pekerja, upah  dan pemerintah
Selanjutnya dalam pasal 50 dinyatakan
hubungan kerja terjadi karena adanya
perjanjian kerja antara pengusaha dan
pekerja. Berdasarkan ketentudd
tersebut, jelaslah bahwa hubungan ket®

adalah ukum Y
berdasarkan v
perjanjian kerja Terkait dené
tersebut, maka landasan hlll{““:i
hubungan kerja antard pekend ¥ ¢
pengusaha ini menjadi sanga! '1.40111?]‘];
. karena terkait juga peUaHJ‘a;vi o
baik porjanjian kerja SeC® UL gt
maupun perjanjian kerja bers 2
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| leh Pengusaha dcpgan Serikat
0ot Clleh  sebab  itulah maka
P:‘:? a«iﬂm UU RI Nomor 13 Tahun
K

003 tentang Ketenagakerjaan menjadi

ng?:;?fah timbul  permasalahan
. harus disikapi dengan jeli oleh
m.;ja disatu sisi, mengingat pekerja
i burgeming power-nya sangat le!nah
gibanding pengusaha. Tidak bisa tidak
\enyataan menyatakan  demikian.
,.\pa;lagi dalam  suatu  negara
berkembang seperti Indonesia, dimana
lapangan kerja _terbatas. sementara
umiah tenaga kerja memng.k.at setiap
\ahun dua kali lipat, maka pilihan bagi
pekerja sangat dilematis. Untuk itu
diperlukan pemahaman yang }congknt
pasal  demi pasal dai UU
Ketenagakerjaan untuk melindungi para
pekerja dari kesewenangan pengusaha.
Dan perjanjian kerja yang merupakan
runannya  haruslah  benar-benar
dijamin bahwa hal-hal yang prinsip
harus tetap terjaga memaknai UU
Ketenagakerjaan itu sendiri, sebagai
bagian dari asas kebebasan berkontrak
dan prinsip itikad baik dari suatu
perjanjian kerja.

Namun sangat  disayangkan
bahwa banyak realita dilapangan belum
sepenuhnya terakomodir secara ekplisit
dalam pengaturan UU RI Nomor 13
tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,
ying  mengakibatkan  timbulnya
berbagai permasalahan hukum yang
kontroversi - didalam penerapan UU
Komor 13 Tahun tentang

“tenagakerjaan,

B. PRINSIP HUBUNGAN KERJA
Hubungan kerja dipahami dari
sudu:gm sudut pandang, misalnya dari
Pandang ekonomi, politik atau

DESSY SUNARSI: BEBERAPA PERMASALAHAN HUKUM

ilmu sosial lainnya. Hal pertam
kali harus diketahui da]mny;‘;:gnbahasa:
mengenai  hubungan kerja adalah
pengertian pekerja dan pengusaha itu
sendiri. Undang-Undang Nomor 13
tahun 2003 memberikan istilah yang
berbeda antara tenaga kerja dengan
pekerja. Pasal 1 ayat 2 mendefinisikan
Tenaga Kerja adalah setiap orang yang
mampu melakukan pekerjaan guna
menghasilkan barang atau jasa, baik
untuk memenuhi kebutuhan sendiri
maupun untuk masyarakat. Selanjutnya
dalam pasal 1 ayat 3 Pekerja adalah
setiap orang yang bekerja dengan
menerima upah atau imbalan dalam
bentuk lain. Berdasarkan definisi
tersebut, maka tenaga kerja dapat
berarti setiap orang atau siapa saja,
sedangkan pekerja adalah tenaga kerja
yang telah terikat dalam hubungan
kerja dengan menerima upah.

UU Nomor 13 tahun 2003
memberikan arti masing-masing antara
“Pemberi Kerja”, “Pengusaha” dan

“Perusahaan”. Pemberi Kerja
didefinisikan sebagai orang
perseorangan,  pengusaha,  badan

hukum, atau badan-badan lainnya yang
mempekerjakan tenaga kerja dengan
membayar upah atau imbalan dalam
bentuk lain. Sementara Perusahaan
didefinisikan sebagai setiap bentuk
usaha yang berbadan hukum atau tid.a!(,
milik orang perseorangan, milik
persekutuan, atau milik badan hukum,
baik milik swasta amupun milik Negara
yang mempekerjakan pekerja dengan
membayar upah atau imbalan dalam
bentuk lain. .
Berdasarkan pengertian-pengertian
tersebut, maka UU Ketegakerjaan
dengan jelas memberikan pengertian
bahwa suatu hubungan kerja

J urn
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Terkait | dengan  Pemamiat

: diperhatikan bahwa
kerja,perlu O, ek
berdasarkan hukum perjanjian b
cuatu perjanjian kerja harus memen
arat-syarat . s i
;y Kesepakatan kedua belah pihak ;
b, Kemampuan atau kecakapan

melakukan perbuatan hukum;
c. Ada pekefjaan  yang

diperjanjikan
d. Pekerjaan yang diperjanjikan tJ_dak
bertentangan ~ dengan keteriban
umum, kesusilaan, dan peraturan
per undang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan syarat-syarat tersebut,
maka hubungan kerja antara pekerja
dengan perusahaan terjadi  karena
adanya kesepakatan atas pertukaran
mengenai hak dan kewajiban antara
pekerja dengan perusahaan. Dalam hal
pekerja “bersedia bekerja  untuk
perusahaan” berdasarkan syarat-syarat
yang telah  disepakati  dengan
perusahaan, maka perusahaan “bersedia
pmberikan sejumlah upah  atau
imbalan” atas  pekerjaan yang
dilakukannya berdasarkan jumlah yang
disepakati dengan si pekerja,

Meskipun hubungan kerja adalah
yang berada pada ranah hukum perda
namun berakhi perdata,
: ya hubungan ker;
tidak dapat semata h Ko
berdasarkan princ; -mata  dilakukan

T prinsip bemkhmya P
Perjanjian. Pemuty :

san hubungan k
secara hukum ketep . erja
dltmma agakcrjaan dﬂpat
kehendak

jelas

400

Dalam hal ini pengakp:
kerja harus dilakﬂ"mh

mekanisme yang telah d]l:rm

persran Perundang, d%
Mengingat bahwa hubuy u"danh
antara  pekerja  dengay Ban ke
memperlihatkan  adany, I;IW
berdasarkan prestasi timpg) bu.

pekerja di satu pihak dap ahk%.
lain pihak. Prestasi_prma
kemudian yang dijadikan jng iy
teljadmya atau bemkhil‘ﬂya huﬂl‘m
kerja yang diatur dalam p:]b'"lﬁl
kerja, peraturan  perusahygy, iy

perjanjian  kerja bersamg ..
peraturan perundang-undap
berlaku. By

C. PERMASALAHAN 1 . p,

MUTUSAN HUBUNGy
PERFORMANCE

Berdasarkan UU Nomor 13 Tahy
2003, pemutusan hubungan kerja da
berasal dari Pengusaha maupun d
Pekerja. Pemutusan Hubungan Key
dapat dilakukan oleh Pengush
dikarenakan sejumlah alasan yay
diatur secara ekplisit dalam UU i
yaitu :

a. Pekerja tidak memenuhi syars!i®
kriteria perusahaan ketika
dalam masa percobaan (pasal 1¥
ayat 2). .

b. Pekerja terbukti melakukan U:‘L‘k
pidana dalam hubungd® nﬁ:
berdasarkan putusan P"“% e
yang telah berkekuatah o

(putusan Rl

012/PUU-1/2003. gk O
c. Pekerja setelah 6 bulat u s

melakukan pekerjaan %% g

mestinya karena dala?

Jurng| ”
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kara pidand diluar hubungan
Ecc:jﬂ (ps! 160 ayat 4).
tidak dapat melakukan
karena ditahan
160 ayat 4,
ternyata
sebelum
erbukti bersalah (pasal 160 ayat 5)
elakukan pelanggaran
ang diatur dalam
perjanjian Kerja,  Peraturan
Pcrusahaan” atau Perjanjian kerja
persama, setelah kepada pekerja
persangkutan  diberikan
peringatan kerja.

¢ Lain-lain.
Disisi lain Pemutusan Hubungan

Kerja tidak hanya dapat di-lakukan. 9leh
pengusaha terhadap Pekerja,_ tetapi juga
dapat dilakukan oleh Pekerja terhadap
pengusaha.

Undang-undang No. 13 tahun 2003
nenentukan  sejumlah  syarat atau
kondisi yang dapat dijadikan alasan
bagi pekerja untuk  melakukan
pemutusan hubungan kerja terhadap
pengusaha. Dalam pasal 169 ayat (1)
ditentukan pemutusan hubungan kerja
ersebut dapat terjadi dalam keadaan

pekerja/buruh untuk melaksanakan

perjanjikan, atau;
e. Memerintahkan pekerja/buruh

untuk melaksanakan pekerjaan di
luar yang di perjanjikan, atau
membahayakan jiwa, keselamatan,
keschatan dan kesusilaan
pekerja/buruh sedangkan pekerjaan
tersebut tidak di cantumkan pada
perjanjian kerja.

Mungkin ada yang berpendapat jika
pengusaha nyata-nyata telah melakukan
perbuatan-perbuatan  dimaksud, lebih
baik pekerja tersebut mengundurkan
diri dari pada harus melakukan
pemutusan hubungan kerja. Pendapat
ini bisa saja benar, akan tetapi tindakan
pengunduran diri akan mengakibatkan
pekerja tidak mendapatkan sejumlah
kompensasi. Jika berakhirnya
hubungan kerja tersebut dilakukan
dengan melakukan tindakan PHK,
maka pekerja berhak atas kompensasi
pemutusan sebagaimana telah
ditentukan oleh UU Ketenagakerjaan
pasal 156. Dalam pasal 156 ayat (1)
“Dalam hal terjadi

pengusaha  melakukan perbuatan  diatur bahwa
sebagai berikut : pemutusan hubungan kerja , pengusaha
a. Menganiaya, menghina secara diwajibkan membayar
kasar atau mengancam - Uang pesangon dan atau
pekerja/buruh,; - Uang penghargaan masa kerja dan
b. Membujuk dan/atan menyuruh - Uang  pengantian hak  yang
pekerjaburuh untuk melakukan ~ scharusnya diterimanya”.
perbuatan  yang  bertentangan Dimana perhitungannya
dengan  peraturan  perundang- digantungkan pada lamanya masa kerja
undangan; dari pekerja bersangkutan.
Waktu yang ditentukan selama 3  hubungan kerja antara pe.ggusaha dan
gt'g.a) bulan berturut-turut atau  pekerja belum ~memili kekuatan
4 'l?lzl:k hukum yang tetap maka pekenja tetap
e melakukan kewajiban yang berkewajiban melakukan kewajibannya
dijanjikan kepada bekerja seperti biasa.
401

\
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I. Persoalan Low Performance
dalam Produktivitas Kerja
Pengertian low performance secara

bebas dapat diartikan dengan "kinerja
rendah” yang bertolak belakang dengan
Kinenja tinggi. Setiap perusahaan yang
schat senantiasa mengharapkan kinerja
operasional perusahaannya selalu tinggi
vang akan bermuara pada tingkat
produktivitas yang diharapkan. Faktor
utama kinerja operasional perusahaan
adalah para pekerjanya, atau dengan
kata lain  kinerja  operasional
perusahaan ditentukan oleh tingginya
tingkat kinerja para pekerjanya.

Pada umumnya, dalam perekrutan
pekerja, perusahaan memiliki standar
ukuran atau kriteria tertentu terhadap
calon pekerjanya  agar  dapat
melaksanakan pekerjaan-pekerjaan
dalam standard kinerja yang telah
tetapkan. Akan tetapi adakalanya
pekerja  telah  direkrut,  dalam
perjalanannya, ternyata tidak dapat
memenuhi  standard kinerja yang
diharapkan atau kinerjanya rendah.
Tentu saja hal ini akan menjadi
masalah bagi perusahaan terutama
dalam rangka pencapaian target-target

kerja target produksi perusahaan.
Sejumlah  persoalan  timbul,
bagaimana  meningkatkan kinerja

perusahaan, atau bagaimana mencapai
target kerja yang diharapkan dengan
rendahnya kinerja para pekerjanya?
Dalam prakteknya sejumlah solusi
dapat dilakukan oleh pengusaha, salah
satunya adalah melakukan pemutusan
hubungan  kerja. Namun timbul
pertanyaan, ” Apakah pemutusan
hubungan  kerja  karena  |ow
performance dibenarkan oleh hukum?”

DESSY SUNARSI: BEBERAPA PERMASALAHAN HUK,
M

2. Pemutusan I—Iubunun
karena Low Performap,, Kerjy
Undang-undang No, |3 tahy,

tentang Ketcnagakcrjm 0 2_003

mengenal istilah  "/oy, perfo Udyy

(kinerja rendah). Akan tetap; t"'ﬂanc.

istilah yang dapat digunakgy . o%t

rujukan  hukum mengcnaisebag"i

performance adalah "kompeteng;r
berarti kemampuan- kerja
individu  yang mencakup
pengetahuan, keterampilan dan :{:&
kerja yang sesuai dengan Standar ya:p

ditetapkan (pasal butir g Ug
No.13/2003).

Berdasarkan definisi yan
diberikan oleh undang-undang, maki

kompetensi dapat diartikan sebagaj
melakukan  pekerjaan yang tidak
memenuhi  standard pengetahuan,
ketrampilan dan ,sikap kerja yang
ditentukan oleh perusahaan. Undang.
undang yang menegaskan bahwg

ukuran kompetensi tersebut hars
ditetapkan.  lantas  siapa yang
menetapkan ?

Berdasarkan pasal 18 ayat (2)
pengakuan kompetensi kerja dilakukan
melalui sertifikasi kompetensi kerja
yang dilakukan Profesi (pasal 18 ayat
4). Meskipun demikian ketika peke{ja
berada  dalam  hubungan  kena,
kompetensi kerja pekerja harus dibina
dan ditingkatkan, di mana ftugss
peningkatan dan atau pengembangd!
kompetensi diwajibkan bagi pengusah?
yang memenuhi persyarata”
berdasarkan  keputusan ~ ment"
Berdasarkan hal ini Undang-Und®®
No.13/2003 mengatakan komP“:;‘-
dalam dua hal, pertama .meﬂils ot
kompetensi personal pekerja terﬁdak
pekerja tersebut terikat atav
terikat dalam hubungan keu?

402
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i kerja ketika terikat dalam
a.
m“"gkni;;? demikian mengingat

'“,d rformance dalam bekerja

:ﬂupakﬂﬂ suatu tuntutan atau syarat

maka sesungguhnya kriteria
i our dalam  perjanjian kerja,
le;m perusahaan atau perjanjian
jerj bersama-

Merujuk pada hal-hal yang telah
iuraikan di atas, maka ”suatu
performance dapat dikatakan 19w"
gpabila performance tersebut tidak
pemenuhi standard yang, telah
jitetapkan. Karena itu bagi pe'rusaham,]
vang menerapkan “low Performance”

P,

whagai salah satu bentuk pelanggaran,

perusahaan tersebut  harus
nenctapkan hal-hal berikut ini:
2 Performance standard atas suatu
pekerjaan,
b, Kriteria  penilaian atas  suatu
performance standard;

¢ Prosedur yang transparan dan
oblektif dalam melakukan penilaian
performance Pekerja;

d. Proses yang demokratis dalam
pembuatan klausul ?low
performace”.

Proses ini dapat dilakukan dengan
cra melakukan kesepakatan dengan
pekerja jika klausul ditempatkan dalam
Peranjian kerja memperhatikan saran
dan pertimbangu" dari wakil pekerja/
b jika klausul dimuat dalam
Fl’;;mmnperusahaan pasal 110 (1) UU

03 melakukan  perundingan
nes serikat pekerja jika klausul

g ldalam perjanjian kerja bersama.
- d:km' Itu jika ketentuan tersebut
o2 diberlakukan, karena Kklausul

DESSY SUNARSI: BEBERAPA PERMASALAHAN HUKUM

atau pcrjanjian kerja bersama, maka
sanksi pemutusan hubungan kerja atas
pelanggaran tersebut harus diterapkan
berdasarkan ketentuan yang diatur
dalam UU No. 13 tahun 2003 pasal 151
ayat (1) dan 167 ayat (1) yakni
pengusaha. terlebih dahulu harus
melakukan pembinaan terhadap pekerja
dalam rangka memperbaiki atau
meningkatkan kinerjanya dalam waktu
yang ditentukan. seandainya tidak ada
perubahan maka pengusaha dapat
memberikan surat peringatan tertulis,
pertama, kedua dan ketiga secara
terturut-turut  sebelum  dilakukan
tindakan pemutusan hubungan kerja.
Meskipun demikian hal yang paling
penting dilakukan adalah bukanlah
membuat sejumlah aturan agar pekerja
terjerat klausul "low Perfomance",
namun yang lebih penting adalah
menciptakan iklim kerja yang baik agar
pekerja dapat menunjukkan kinerja
terbaiknya (high performance) dalam

meningkatkan produktivitas

perusahaan.

D. PERMASALAHAN 2 : KE-
WAJIBAN PUBLIKASI
PERUSAHAAN YANG AKAN
DITUTUP KEPADA
KARYAWAN

Pada saat perusahaan mengalami
suatu hal yang tidak bisa lagi ditolerir,
maka memaksa pihak berwenang untuk
menutup perusahaan tersebut.
Penutupan perusahaan ini mudah sekali
untuk dilakukan dan biasanya adalah
jalan terakhir yang diambil untuk
menyelamatkan ~ diri  ditinjau dari
kacamata Pengusaha. Namun

l . .

j;;: performance” merupakan suatu  permasalahan nya apakah penutupan ini

Mmﬁelangggm yang diatur dalam  perlu diumumkan kepada karyawanuya
Y0 kerja, peraturan perusahaan

oy e

.
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atau tidak. Tentunya hal ini sangat

menarik untuk disimak.

Ditinjau dari segi sumber daya
manusia, penutupan ini akan sangat
berdampak bagi kesinambungan
kehidupan keluarga mereka karyawan
perusahaan bersangkutan. Berkenaan
dengan hal ini muncullah keadaan yang
sangat dilematis bagi perusahaan. D1
satu sisi, apabila penutupan perusahaan
ini  dipublikasikan maka  akan
berdampak  kepada menurunnya
motivasi dan semangat kerja karyawan,
padahal pada sisi yang lain perusahaan
masih perlu dijalankan produksinya
untuk memenuhi sebagian target dan
pembayaran yang belum dilakukan
terutama yang berkaitan dengan pihak
ke tiga.

Untuk menjawab permasalahan
tersebut, maka perlu dirujuk kepada
undang-undang yang mengaturnya.
Sayang sekali Undang-Undang No 13
tahun 2003 tidak mengatur secara
khusus tentang kapan perusahaan harus
memberitahukan kepada pekerja bahwa
perusahaan akan tutup.

Dalam pasal 164 UU Nomor 13 tahun

2003 tentang ketenagakerjaan, secara

implisit dapat menjadi analogis bagi

pengusaha diatur bahwa :

(1) Pengusaha  dapat  melakukan
pemutusan  hubungan  kerja
terhadap pekerja karena perusahaan
tutup yang disebabkan perusahaan
mengalami kerugian secra terus
menerus selama 2 tahun atau
keadaan memaksa (force majeur),
dengan. ketentuan pekerja mendapat
I kali dari perhitungan uang
pesangon  dan  atau  uang
Peﬂshargaan masa km]a dan uang
pengantian hak,

ARSI: BEBERAPA PERMASAL AH A |,/
UM

y

(2) Pengusaha  dapat
pemutusan h“bunganmelal‘"kaa
terhadap pekerja karen, kci]'a
tutup bukan Kkareng pcm‘a}'aa,,

kerugian atau adap mcngalam-
memaksa (force & k""’daanl
scbagaimana diatas, te!ﬂpi majeln]
perusahaan bermaksyq erk.ar@na
maka pekerja dibayarkap 1 ISteng;
kali uang pesangon dap Ahnyy
penghargaan masa ker; Vi
penggantian hak. "8t Vany
Dari pengaturan pasa
Ketengakerjoan di atas, da;atlcﬁ-" W |
bahwa bila perusahaan tutupmm“"
PHK karyawan dapat dibm:aka ,_
menurut hukum. Dan ity men!(m! |
alternatif jalan keluar bagj PengusJ:]?I '
melepasakan  diri  dari  tanggy,
jawabnya. :
Namun, Undang-undang m
bahwa baik perusahaan mauf:mn ;l;ﬁtqu;
harus memberitahukan kepada pihsg |
lain minimal 30 hari sebeluy
pelaksanaan PHK. Disarankan, dalan
perusahaan yang akan tutup minimal 60
hari sebelum tutup sudah diberitahukan
kepada pekerja, agar pekerja persiapa
yang cukup untuk menghadapi PHK
(mencari pekerjaan lain)

E. PERMASALAHAN 3 : KASUS
MASA KERJA KARYAWAN
PADA PERUSAHAAN DIJUAL
Dalam suatu keadaan di ma

perusahaan dijual ke perusahaan la,

UU ketenagakerjaan tidak mengst”

atau pun mewajibkan perusahaat

yang mengakuisisi maupun V%%

terakuisi untuk membayar PesEl

dan mereset masa kerja mulai dari 10
di perusahaan baru. J
Membayar pesangon o8

menyangkut penyediaan
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o
flo®

ool bagi  perusahaan
S dana dalam jumlah besar
“:lisu’ perpengaruh pada cash

sk gan, Dalam hal perusahaan

. gana, tentu perusahaan
mmggunakan dana untuk
et lebih  produktif.
oS at dari keadaan yang demikian,

g glit untuk  “mendesak”

# ontuk me-reset masa kerja.

s pibak,  terdapat

i tahun 2003 ini

Kdm?;ikk?nw;;berpihakmya kepada

o Hal ini ditunjukkan pada

5:5“‘{‘23 UU no. 13 Tahun 2003

aan
w?i::::hn:ggpeg melakukan PHK

() eiap pekerja dalam hal terjadi
perubahan status, penggabungan,
pleburan,  atau  perubahan
kepemilikan perusahaan dan
dimana pekerja tidak ’t.aersecya
melanjutkan hubungan !ce}ja. Bx!a
terjadi PHK dalam hal ini pekerja
perhak atas 1 kali perhitungan uang

gon dan  atau  uang
;ﬁ;argaan masa kerja dan uang
penggantian hak.

() Pengusaha dapat melakukan P.I-IK.
terhadap pekerja dalam hal terjadi
perubahan status, penggabungan,
peleburan,  atan  perubahan
kepemilikan ~ perusahaan  dan
dimana pengusaha tidak bersedia
menerima pekerja di
perusahaannya tersebut. Bila terjadi
PHK dalam hal ini pekerja berhak
#as 2 kali ketentuan 156 atas
Ptitingan uang pesangon dan
%au vang penghargaan masa kerja
dm“a"g penggantian hak.

Dl‘?ml Jelas-jelas bahwa pengusaha

i pemilik perusahaan dapat

DESSY SUNARSI: BEBERAPA PERMASALAHAN HUKUM

dengan “suka-suka”

saja terhadap Pemsahaan:l;::kt:sn d;’;
ke‘"_‘“msan . Semata.  Karyawan
;':rd;g;!{ta menjadi korbannya. Pasal 163
filins atas mempertegas bahwa
CXCT)a menempati posisi nomor 2
dibandingkan  wpaya  mencari
keuntungan bagi pihak pengusaha,
Menmt pendapat kami, pasal 163 ayat
(1) di atas, tidak adil bagi karyawan,
karena hubungan kerja pada prinsipnya
adalah suatu perjanjian dari kedua
belah pihak untuk melaksanakan
prestasi dalam bentuk memberi dan
menerima pekerjaan. Dan manakala
perusahaan  mengalami perpindahan
kepemilikan, maka para pihak sebagai
personalia perjanjian tersebut sudah
mengalami perubahan. Dilain pihak,
perubahan ini adalah hal yang tidak
atau bahkan belum tentu dikehendaki
oleh pekerja, manakala pemilik
perusahaan terdahulu adalah pihak
yang “baik”. Sedangkan relationship
adalah masalah kepercayaan dan
subyektifitas terdapat di dalamnya.
Adalah suatu hal yang harus
diantisipasi secara jeli bahwa mungkin
pihak pekerja tidak siap dengan
perpindahan kepemilikan perusahaan
ini, yang juga dapat berdampak pada
perubahan  sistem/kebijakan  atau
budaya yang dibawa oleh si pemilik
baru. Jadi apabila pekerja
“mengundurkan diri” oleh karenanya
dan tidak menerima dengan perubahan
tersebut, adalah hal yang dapat
dipertanggungjawabkan atau ditolerir.
Yang mungkin juga tidak sepem.lhnya
atau terpaksa ia lakukan. Sehingga
adalah tidak adil atas pengunduran
dirinya tersebut, si pekerja yang
bersangkutan ~ tidak  mendapat
kompensasi ganti rugi pula sebagal

vl
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bentuk perubahan personalia pcngusaha:
di satu pihak. Dan untuk itu sudab
selayaknya pekerja mendapat konversi
penerimaan  hak  PHK dengan
perhitungan 2 kali lipat uang pesangon,
uang penghargaan masa kerja dan uang
penggantian hak.

F. PERMASALAH 4 :
KARYAWAN YANG
MELAKUKAN "SIDE JOB"
Pada saat seorang pekena

melakukan pekerjaan sampingan (side
job) diluar pekerjaan tetapnya dalam
perusahaan, maka tindakan ini tidak
dapat dikenakan sanksi atau hukuman.
Hal ini mengingat bahwa perbuatan
pekerja  tersebut termasuk dalam
kategori perbuatan conflict of interes!
dan bukan Kkatagori (pertentangan
kepentingan). Perusahaan tidak dapat
melarang pekerja melakukan perbuatan
yang ia lakukan (apalagi menjatuhkan
sanksi) bila memang tidak ada larangan
tertulis untuk itu.

Tindakan tersebut baru dapat
dikenakan hukuman, jika pihak
perusahaan tempat bekerja memiliki
peraturan perusahaan atau aturan
tertulis berkenaan dengan hal tersebut.
Larangan dapat dicantumkan dalam
Peraturan perusahaan, Perjanjian Kerja
Bersama, atau pedoman yang lazim
disebut Code of Conduct.

Intinya, melarang pekerja
melakukan sesuatu itu tidak dapat
dilakukan, bila tidak ada dasar
hukum/peraturan yang tertulis.

Sebagai suatu undang-undang yang
bersifat umum, maka pengaturan dalam
pasal demi pasalnya adalah hanya hal-
hal yang prinsip dan secara garis
besarnya saja. Sedangkan kaitan
dengan permasalahan ini sudah bersifat

rS|: BEBERAPA PE

RMASALAHAN Hu

sangat teknis, yang didcsentra]iSas-
merupakan kewenangan darj Magiy
masing perusahaan secara kondig; 8
Dengan adanya Code of Condyc, Maky
pihak perusahaan  memilikj
hukum untuk membuat Pengikaty,
kepada para pekerjanya agar tidal,
melakukan “side job”. Hal ing
diperlukan ~agar  perusahaan {ig,
dirugikan terutama terhadap biays
gembangan karyawan (employ,,
development) yang telah dikeluarky,
perusahaan pada saat mel
program pengemb.angan keterampilay
(skill) bagi pekerjanya. Dengan kgt
lain peraturan tentang larangan iy
dapat menjadi pelindung investas;
perusahaan dan bersifat obyektif,

G. PERMASALAHAN 3§
LAMBAT MASUK KANTOR
POTONG GAll DAN
PEMOTONGAN HAK CUTI
TAHUNAN Karyawan
Pada beberapa perusahaan sering

dijumpai peterapan peraturan dari

management bahwa setiap karyawan

yang terlambat masuk kantor (walau 1

menit) dipotong gaji. Disamping itu ada

pula ketentuan bahwa cuti bersama

¢ TER-

_yang ditentukan oleh pemerintah

maupun oleh perusahaan sendir,

dipotong langsung terhadap hak cuti

tahunan karyawan.

Pasal 88 UU Nomor 13 Tahun
2003 mengatur mengenai pengupahan
sebagai berikut :

(1) Setiap pekerja berhak memperoleh
penghasilan  yang  memenult
penghidupan yang layak bag!
kemanusiaan.

(2) Untuk mewujudkan penghasila®
yang memenuhi penghidupan y8%
lanak bagi kemanusié®®
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aksud pada ayat
o “"ac;(il;:?;a menetapkan
e engupahan  yang
- h
“m'Jd ngi pckcr]a/b“m .
pengupahan  yang
pekerja/buruh
4imana dimaksud pada ayat
2;) meliputi.: '
' Upah minimum
v, Upah kerja lembur;
. Upeh tidak masuk kerja karena
" perhalangan; .
4. Upah tidak masuk kerja karena
" melakukan kegiatan lain di luar
pekerjaannya;
¢. Upah karena menjalankan hak
waktu istirahat kerjanya;
f Bentuk dan cara pembayaran
upah;
g. Denda dan potongan upah;
b. Hal-hal yang dapat

1. Struktur dan skala pengupaban

yang proporsional.

Berdasarkan atas pemahaman pasal
lersebut, maka dapat dikategorikan
bahwa adalah hak perusahaan dalam
mengatur  sistem  pengupahannya
b_erdasarkan situasi dan kondisi yang
dhadapinya. Mengingat dalam
ubungan kerja upah adalah unsur yang
¥ajib dan menentukan dalam terjadinya
Prjanjian kerja, maka pekerja harus
3‘1 dan perusahaan harus transparan
Sistam mengeluarkan ketentuan tentang
lemem Pengupahannya. Jika ketentuan
& Mg potong gaji bila terlambat

ang di kantor sudah tertuang dalam
Perusahaan, maka adalah hak
i::ﬂ:n untuk  melaksanakan
belugy tersebut. Bila ketentuan itu
pen diater  dalam  peraturan

Sahaan, Ketentuan tersebut perlu

dibicarakan terlebih dahulu dengan
wakil pekerja.

Tentang cuti  bersama yang
ditentukan pemerintah memang harus
dipotong bersamaan hak cuti pekerja.
Lihat ketentuan dalam Surat Keputusan
Bersama Menteri Agama, Menteri
tenaga kerja dan transmigrasi, Menteri
Pendayagunaan  Aparatur  Negara
tentang Cuti bersama tahun 2009. Dan
dalam hal ini berlaku asas lex specialis
derogate lex generalis. Surat keputusan
bersama ini adalah merupakan lex
specialis dari ketentuan UU Nomor 13

tahun 2003 tentang hak cuti tahunan
pekerja.

G. PERMASALAHAN 6 : PE-
RANGKAPAN JABATAN

Tentang ketentuan siapa menjabat
sebagai apa di perusahaan, UU Nomor
13 tahun 2003 tidak mengatur hal
tersebut. Dalam perusahaan, lazim saja
satu posisi merangkap beberapa fungsi,
misal manager finance, human
resources, 1T tugasnya meliputi
masalah keuangan, human resources,
dan information technology. Ada juga
jabatan rangkap dua seperti manager
Human resourcesffif- Ada juga &
General Affairs atau Direktur Umum

dan SDM. perangkapan jabatan
dilakukan dengan pertimbangan
efisiensi dan  karena

memang
dimungkinkan demikian. Pertimbangan
lain adalah karena salah satu fungsi
yang dirangkap cakupannya kecil saja
sechingga bila dipegang oleh seorang
manager secara tidak lengkap tidak
efisien. Memang UU Nomor 13 tahun
2003 tidak sampai mengatur ketentuan
ini, tapi hal ini dapat dikaitkan dengan
kepatutan dan kebiasaan. Disamping
bahwa hal ini dapat didasarkan pada

J
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ebebasan  berkontrak _yang
:::up,:::c:sas perjanjian sebagaimana
diatur dalam pasal 1338 KUHPerdata
yang juga merupakan !andasan dfﬂam
perjanjian kerja. Apabila para plhalic,
pihak pengusaha dan plh‘ak perja
sepakat akan hal ini, maka dia berlaklf
sah sebagaimana undang-undang bagi
kedua belah pihak. Asalkan yang harus
diperhatikan adalah ba_hwa
pengupahannya harus memperhatllfan
keadilan distributif. Untuk kepastian
hukum, sebaiknya hal itu dituangkan
dalam perjanjian kerja tertulis secara
khusus, untuk menghindari dampak
terjadinya ” low performance” yang
tidak diinginkan.

H. KESIMPULAN

. PHK tehadap pekerja dengan
alasan "Low Performance ” dapat
diberlakukan, sepanjang terdapat
pengaturan tentang kriteria yang
transparan (klausul "low
performance”) dalam perjanjian
kerja, peraturan perusahaan atay
perjanjian kerja bersama
perusahaan  bersangkutan. Jika
ketentuan tersebut hendak
diberlakukan, karena klausul "low
performance” merupakan  suaty
jenis pelanggaran, maka sanksi
pemutusan hubungan kerja atas
pelanggaran  tersebyt harus
diterapkan berdasarkan ketentuan
yang diatur dalam UU No. 13 tahun
2003 pasal 151 ayat (1) dan 167
ayat (1) yakni pengusaha. terlebjh
dahuly harus melakukan

pembinaan terhadap pekerja dalam
rangka iki

meningkatkan kinerjanya

dalam
wakty yang ditentukan

SUNARSI: BEBERAPA PERMASALAHAN w

4. Seorang

Kl]r
A
2. Dari pengaturan Pasa]
1
Ketengakerjaan, dapg }ql%-
bahwa bila persqp, d'&uikag
PHK karyawan dapa d?‘D g,
menurut hukum, Nalnun, tl’J%rkan
undang mengatyy b &hwanda"&
perusah&_lan maupun Pekerj, baj
memberitahukan kepada p]-hakh“"ls
minimal 30  pgy sebe'ain
pelaksanaan PHK 1y, > Uthy
dalam perusahaan yang ak
minimal 60 hari ~sebegy,. U
% futy
sudah diberitahukan epag,
pekerja, agar pekerja PerSiapg
yang cukup untuk menghadapi
PHK (mencari pekerjaan lain)

3. Perusahaan dapat melakukan pyy

terhadap pekerja dalam hal terjag;
perubahan  status, pengabungy,
peleburan, atau Perubahgy
kepemilikan  perusahaan dan
dimana pekerja tidak bersedia
melanjutkan hubungan kerja atay
dimana pengusaha tidak bersedia
menerima pekerja di perusaham
tersebut. Hanya saja pengaturannya
dalam pasal 163 tidak adil bagi
pekerja.

pekerja  melakukan
pekerjaan  sampingan (side job)
diluar pekerjaan tetapnya dalam
perusahaan, tidak dapat dikenakan
sanksi atau hukuman. Hal ini
mengingat bahwa perbuatal
pekerja tersebut termasuk dalam
kategori perbuatan conflict of
interest  dan  bukan katagor
(pertentangan kepentingan)
Perusahaan tidak dapat melara
pekerja melakukan perbuatan Y6
ia lakukan (apalagi mel_uat“hﬁ:
sanksi) bila memang tidak
larangan tertulis untuk itu.
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tong gaji bila
 (entvan mg g,o kantor dapat
’“wm menurut  Undang-
M asalkan tertuang dalam
(438 pemsahaan Bila
F“”mrz itu belum diatur dalam
el perusahaan, ketentuan
;?bl;npeﬂu dibicarakan terlebih
u
ey m— fiShiakan
pemerintah dapat  dipotong
bersamaan  hak cuti  tahunan
pkeja Lihat Kketentuan dalam
Surat Keputusan Bersama Menteri
Agama, Menteri tenaga kerja dan
transmigrasi, Menteri
Pendayagunaan  Aparatur Negara
tentang Cuti bersama tahun 2009
Dan dalam hal ini berlaky asas lex
specialis derogate lex generalis,
" Tentang ketentuan siapa menjabat
xbagai apa dj perusahaan, UU
Nomor 13 tahyn 2003  tidak
Mengatur  hal  tersebut. Dalam
aan, lazim saja saty posisi
Merangkap beberapa posisi lain,
sl Manager Finance, dan
Human resourees, yang tugasnya
Meliputi masalah keuangan, Human
eSources, Information
Technology,
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